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 ISU ATAU PERMASALAHAN 

Unit PPA Satreskrim Polres Minahasa Selatan (Minsel) mengungkap kasus prostitusi online melalui aplikasi MiChat yang 
beroperasi di sekitar Amurang. Petugas mengamankan seorang tersangka yang menggunakan aplikasi medsos 
menjajakan dirinya untuk jasa prostitusi bertransaksi dengan pelanggan. Kejadian serupa juga terjadi dengan 
ditangkapnya artis berinisial CA. Polda Metro Jaya menyebut bahwa artis sinetron CA yang terjerat prostitusi online 
menawarkan diri sendiri kepada pelanggan tanpa mucikari. Polisi menyebutkan para tersangka dijerat dengan Pasal 27 
ayat 1 juncto Pasal 45 ayat I UU ITE dan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan 
Orang. Mereka juga dijerat Pasal 506 KUHP dan Pasal 296 KUHP.  

Saat ini memang belum ada permintaan resmi dari kepolisian mengenai akun-akun yang terkait dengan prostitusi 
daring. Namun, demikian, Kementerian Kominfo secara proaktif terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi agar 
ruang digital Indonesia bersih dan bermanfaat. Tim Cyber Drone Kominfo akan berkoordinasi bersama Polri terkait 
pemanfaatan konten MiChat,  agar ruang digital bisa bersih dan bermanfaat sebagaimana amanat berbagai 
perundangan-undangan di Indonesia.  
 
Berdasarkan pantauan Kementerian Kominfo, hingga tahun 2020 telah ada 1.068.926 konten yang berkaitan dengan 
pornografi ditangani oleh Tim AIS Ditjen Aplikasi Informatika. Dari jumlah itu terdapat 10 konten yang berkaitan dengan 
kekerasan terhadap anak-anak. Kementerian Kominfo rutin melakukan pemantauan melalui mesin pengais konten atau 
yang dinamakan mesin Ais yang merupakan hasil pengadaan barang Kominfo dengan nilai yang mencapai Rp 200 miliar 
pada Oktober 2017.  
    

 SUMBER  
beritamanado.com, 5 Januari 2022; megapolitan.kompas.com, 4 Januari 2022; kominfo.go.id, 4 Januari 2022.  
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